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PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 02/PER/M.KUKM/II/2014 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL 

DAN MENENGAH NOMOR 09/PER/M.KUMKM/XII/2013 TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU  

KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 
MELALUI TUGAS PEMBANTUAN 

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
TAHUN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan daya saing, 
produktivitas, nilai tambah dan kualitas kerja 
KUMKM, perlu didukung dengan penyediaan Program 
Pusat Layanan Usaha Terpadu  Koperasi Dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah untuk menyediakan jasa 
layanan yang komprehensif dan mengintegrasikan 
seluruh sumber daya produktif; 

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Pusat 
Layanan Usaha Terpadu Koperasi Dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah, diperlukan dukungan kegiatan 
dan anggaran melalui Tugas Pembantuan Kementerian 
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Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang 
dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor: 09/PER/M.KUMKM/XII/2013 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pusat Layanan 
Usaha Terpadu  Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah melalui Tugas Pembantuan Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2014; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat  dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 
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